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Abstrak

Pasca kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi perang yaitu perang melawan korupsi yang sudah menjadi
budaya di Indonesia selama ini. Ditahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan UU No 31 tcmlg pemberantaasan
korupsi dan pada tahun 2001 pemerintah memperbaruhinya dengan UU No 20. Menurut UU No. 31 Thn 1999
tentang tindak pidan korupsaan sudah dilakukan pembaruan dengan UU No. 20 Thn 2001, definisi korupsi atau
rasuah merupakan sebuah perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu
pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan
Jabatan atas imbalan tertentu yang diberikan. Menurut data dari Kejaksaan RI tingkat korupsi di Indonesia makin
tahun makin meningkat baik dari tingkat daerah hingga tingkat Pusat. Usaha dalam pemberantasan korupsi di
Indonesia sudah dilakukan bC[bilB cara, namun masih saja terjadi korupsi dengan segala macam cara yang
dilakukan oleh berbagai lembaga. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis data untuk mengetahui kecendangan
seseorang melakukan korupsi. Tujuan dari penelitian ini mendapatkan analisis data korupsi di Indonesia. Metode
yang digunakan K-Means untuk mengklasterisasi pada data korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa wilayah dengan kategori rawan tindak pidana korupsi berada pada pulau sumatra ada 5 wilayah, pulau jawa
ada 3 wilayah dan pulau sulawesi dan kalimantan ada 1 wilayah.

Kata kunci: Korupsi, K-Means, Klastering

K-MEANS ALGORITHM ANALYSIS FOR CORRUPTION CRIMINAL

CLASTERIZATION IN INDONESIA'S LAW
Abstract

After independence, Indonesia still faces a war that is a war against corruption which has become a culture in
Indonesia so far. In 1999 the govemmelmmed Law No. 31 on combating corruption and in 2001 the government
med it with Law No. 20. According to Law No. 31 of 1999 concerning acts of corruption and the renewal n
Law No. 20 In 2001, the definition of corruption is a dishonest act or deviation committed because of a gift. In
practice, corruption is better known as receiving money that has to do with the position of a certain reward.
According to data from the Indonesian Attorney General, the level of corruption in Indonesia has been increasing
from year to the central level. Efforts to eradicate corruption in Indonesia have bea carried out in various ways,
but corruption still occurs in all kinds of ways carried out by Vam;s institutions. Therefore it is necessary to do
data analysis to determine one's tendency to commit corruption. The purpose of this study is to obtain an analysis
of corruption data in Indonesia. The method used by K-Means to classify corruption data in Indonesia. The results
showed that the area with a category prone to corruption is in the island of Sumatra there are 5 regions, Java
Island there are 3 regions and Sulawesi and Kalimantan islands have 1 region.

Keywords: Keywords: Corruption, K-Means, Clustering

1. PENDAHULUAN tindakan perbuatan tidak jujur atau penyelewengan
. . 8:1g dilakukan karena adanya suatu pemberian.
Indonesia ~ masih 5 Fr 5
lam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai
menerima uang yang ada hubungannya dengan
Jjabatan atas imbalan tertentu yang diberikan. Adapun
rumusan dari  jenis tindak korupsiyang di
kelompokkan diantaranya kerugian kuangan negara,
penyuapan, penyalahgunaan  jabatan, curang,
kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.

Pasca kemerdekaan,
menghadapi perang yaitu perang melawan korupsi
yang sudah menjadi budaya di Indonesia selama ini.
Ditahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan UU No
31 tentang pemberantaasan korupsi dan pada tahun
2001 pemerintah memperbaruhinya dengan UU No
20, definisi korupsi atau rasuah merupakan sebuah




Dalam upaya memberantas tindak pidana
korupsi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa
regulasi terhadap usaha untuk memberantas korupsi,
sebagai contoh peraturan yang mengatur kejahatan
korupsi dalam hal ini Kejaksaan RI dan Polri
memainkan peranan penting dalam memberantas
korupsi. Oleh karena itu perlu adanya terobosan
dalam menangani kejahatan korupsi tersebut, yang
diantaranya a mendorong transaparasi
penyelenggaraan negara, memberikan rekomendasi
kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan
langkah-langkah perbaikan, memoderinsasi
pelayanan publik dengan online atau berbasis IT dan
dilakukan pengawasan yang terintegritas.

Untuk teknikm)eng()lahun data  penulis
menggunakan teknik data mining, karena data mining
menyediakan algoritma yang bisa digunakan untuk
mencari inf()nﬁ data tersembunyi dan multidimensi
data. Dalam penelitian ini penelis menggunakan
salah satu algoritma yaitu algoritma k-means.
Algoritma dengan cara mengklaster untuk dianalisis
faktor kesamaan (similarty) maupun tidak kesamaan
(dissimilarty) yang terdapat dalam data tersebut.

Dengan memanfaatkan metode K-Means
supaya untuk menganalisa korupsi di Indonesia.
Pendekatan dibentuk dengan cara digabungkannya
teknik klasterisasi pada K-Means diperuntukan untuk
pengelompokkan data yang sama. Keuntungan atas
data-data yang sama sangat signifikan akan timbul
jika menggunakan teknik klastering.

Berdasarkan pada latar belakang, terdapat
permasalahan yang terjadi yaitu upaya
pengelompokan kasus korupsi di wilayah hukum
Indonesia. Dalam upaya meminimalisir tindak pidana
korupsi diperlukan metode untuk mengelompokan
tindak pidana korupsi tersebut sehingga bisa
Kejaksaan atau KPK dalam membasmi dan
menangkap para pelaku tindak pidana korupsi. Pada
penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan
dengan cara diantaranya Menggunakan kedekatan
Jarak euclidean distance untuk menganalisa K-Means
Clustefy#d dan melakukan pengelompokan data ke
dalam kategori tindak pidana korupsi paling tinggi,
menengah dan  cukup menggunakan metode
clustering.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk
bagaimana metode K-means Klasterisasi bisa
digunakan dalam mengelompokan data-data tentang
tindak pidana korupsi diantaranya dapat membantu
KPK, Kepolisian dan  Kejaksaan  dalam
mengelompokan kejahatan korupsi, memberikan
gambaran kepada KPK maupun Kejaksaan RI, daerah
mana saja yang sering terilbat tindak pidana korupsi,
dapat m‘nbcrikam acuan dalam memetakan daerah
rawan tindidana korupsi di wilayah Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis
model penelitian eksperimen yaitu mengelompokan
tindak pidana korupsi di Indonesia dengan
menggunakan Algoritma K-means sebagai fungsi
pengelompokan atau klasterisai yang sangat besar
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jumlahna dan untuk penelitian ini mengambil dataset
tindak pidana korupsi pada tahun 2014 dan data
diambil dari data dari Kejaksaan RI, variabel yang
digunakan adalah tahun SPDP, tahun Penuntutan
yang ditangani oleh Kejaksaan, dalam penelitian
nanti dilakukan penyamaran nama Kejati menjadi
nama pulau atau pulau terdekatnya.

17

’ TINJUAN PUSTAKA

21 Data Mining

Data mining dalam artian secara sederhana yaitu
sudatu penemuan atau penambangan informasi baru
dengan cara mencari atau aturan dari sejumlah data
yang sangan besar (Davies, 2004). Data mining atau
penggalian data juga bisa diartikan suatu proses
ckstrasi atau menrik data dalam jumlah yang besar.

Dalam pernyataan data mining bahwa data
mining masih melibatkan campur tangan manusia
dalam setiap fase atau prosesnya. Salah satu
kelebihan data mining adanya perangkat lunak yang
mampu  menganalisis kemungkinan terjadinya
kasalahan yang fatal.dalam pemahamannya dapat
dijabarkan yang seperti gambar 1.

Gambar 1. Bidang llmu Data Mining

2.2 Clustering

Clustering atau kata lain klastering merupakan
salah satu proses umum yang terdapat dalam data
mining untuk menganalisa  datamemecahkan
permasalahan atau mempartisi dataset menjadi
nbset. Teknik cluster atau klasterisasi mempunyai
dua metode yaitu hierarchical clustering dan non-
hierarchical clustring.

Clustering atau klasterisasi adalah suatu metode
suatu metode untuk pengelompokan dokumen yang
mana dokumen dikelompokan dengan konten untuk
mengurangi pencarian ruang dengan merespon query
data.

Hierarchical clustering adalah suatu model
clustering yang berfungsi untuk mengelompokan
data bedasarkan urutan partisi, metodi ini cara
mengelompokan dengan 2 cara yaitu agglomerative
dan  devisiv.  Clustering  bermanfaat  untuk
menganalisa  segmentasi  pasar, marketing dan
pemetaan zonasi wilayah,clustering juga bermanfaat
untuk mengidentifikasi obyek dalam berbagai bidang.




Konsep untuk menghasilkan tingkat kesamaan hanya
mengenal 4 tipe data atau variable diantaranya
variable berskala besar,biner, normal, ordinal, rasio
dan variable tipe lainnya.

Menurut pendapat peneliti Han dan Kamber,
2012 clustering ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi diantaranya skalabilitas, bisa menemukan
bentuk data yang tidak terduga, memiliki kemampuan
untuk menangani noice
23 Algoritma K-Means

K-Means salah satu algoritma yang dimiliki
oleh data mining yang bisa mengelompokan proses
cluslngfpengel()mp()kam.

K-Means juga salah satu clustering yang
bertujuan membagi diantara data untuk menjadi
beberapa kelompok, yang mempunyai karateristik
ﬂ'l'lil antara karateristik satu dengan karateristik yang
lainnya dan mempunyai karateristik yang berbeda
dengan data yang sudah ada di kelompok lainnya.

Algoritma  K-Means  untuk  melakukan
clustering diantaranya dengan cara tentukan K untuk
menentukan centroid secara random, kelompokan
data sampai terbentuk K atau cluster dengan titik
centroid sudah ditentukan, perbaruhi titik cenrroid,
ulangi sampai nilai centroid nya tidak berubah.

K-Means juga juga memiliki beberapa
kelebihan diantaranya mudah diimplementasikan
atau dijalankan, waktu proses pembelajaran lebih
cepat, mudah untuk diadaptasi, banyak yang
menggunakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan data yang
diolah merupakan dataset tindak pidana korupsi dari
tahun 2014. Dataset tindak pidana korupsi terdiri dari
atribut Jumlah SPDP, Jumlah Penuntutan, Belum
Selesai, berdasarkan \myah. Data yang akan diuji
terdiri dari 1102 data tindak pidana korupsi seluruh
Indonesia

Pada penelitian ini pengelompokan tindak
pidana korupsi  dari Bjillil yang  diperoleh
menggunakan algoritma K-Means. Karena K-means
merupakan cara clustering yang paling simpel.
Karena K-means miliki kemampuan untuk
menggabungkan data yang cukup besar jumlah dalam
waktu yang relatif cepat dan efektif. Metode K-
Means adalah suatu pola yang menggunakan
algoritma klasterisasi data yang berbasis jarak untuk
dibagi ke dalam cluster dan untuk atributnya hanya
berbentuk numerik .

Langkah —  langkah  penelitian  untuk
pengambilan sampel yang diantaranya sebagai
berikut:

* Dilakukan cleansing data dan merubah
identitas kejati menjadi wilayah berdasarkan pulau

* Tentukan jumlah klaster yang akan dibentuk
dan k sebagai nilainya
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* Hitung jarak setiap inputan
centroid — centroid menggunakan
Euclidean dengan rumus ;

D(xi, pk) = [3 ki“(ci}- — o) (i)

terhadap
persamaan

* Data tersebut akan dikelompokan kedalam
cluster dengan cara mencari jarak terpendek dengan
persamaan

M Zk- dik = E?(Ca— Crj)? (i)

* Penghitungan pusat cluster yang baru dapat
menggunakan persamaan

_ T i)
Cy= —';— (3)

Dimana:

Xije cluster ke = k

i i
Gambar 1.Flowchar Algoritma K-Means Klasterisasi

4. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Data Tindak pidana korupsi di Indonesia
ditangani oleh 33 wilayah di tahun 2014 dan semua
data tindak pidana Korupsi masing-masing wilayah
akan dijadikan contoh pemprosesan dengan cara
Dara Mining. Format data tersebut berupa data
Microsoft Excel dan dilakukan proses pengujian
menggunakan tool aplikasi rapidminer yang bisa
mengolah data file tipe xls. Dari hasil pengolahan
data penelitian ini menggunakan data tindak pidana
korupsi tahun 2014 yang dapat dilihat dalam tabel
berikut.

Tabel ke-1 Data Master Tindak Pidana Korupsi

Tahun 2014

No  Wilayah SPDP Putusan Belum
Selesai

1 Sumatral 140 91 49
2 Balil 6 2 4
3 Sumatra2 4 2 2
4 Jawal 8 8 0
5 Sumatra3 50 37 13
6 Jawa2 18 12 6
7 Jawa3 41 24 17
8  Sulawesil 7 6 1
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No  Wilay s
yah SPDP Putusan ?;Lﬂ: — 1/(8 —140)% + (8 — 91)2

9 Sumatrad 97 46 51 =155 9262646
10 Jawad 26 20 s Dt-5 ke Cluster Pusat I
11 JawaS 55 ER 2 = /(50 = 140)% + (37 — 91)2
12 Jawab 41 25 16 =104 9571341
13 Kalimantan1 28 14 14 Dt-6 ke Cluster Pusat I
14 Kalimantan2 29 24 5 = ,/{18 —140)2 + (12 —91)2
15 Kalimantan3 11 9 2 =145 3444185
16 Kalimantand 13 4 9 Dt-7 ke Cluster Pusat I
17 Sumatra5 4 4 0 _ — 3 TRV
18 Sumatrab 25 17 8 - ]‘}/.%788140) +(24-91)
13 g‘:pz‘g ?; l; 72 Dt-8 ke Cluster Pusat I
2 Bali2 8 5 3 = /(7 - 140)2 + (6 - 91)?
52 Bali3 17 24 13 =157 8416928
23 Papua3 4 o 4 Dt-9 ke Cluster Pusat I
24 Papuad 1 1 = (97 — 140)% + (46 — 91)2
25  Sumatra7 78 55 23 =62,24146528
26 Sulawesi2 3 2 1 Dt-10 ke Cluster Pusat 1
27 Sulawesi3 12 9 3 = \/{26 —140)2 + (20 — 91)2
28  Sulawesid 8 5 3 =134 3018987
29 gu}““’es?g 10 : 7 Dt-11 ke Cluster Pusat I
30 ulawesi 15 7 _ — 2 — 2
31 Sulawesi7 95 56 39 o \/(55 140)2 + (33 - 91)
32 Sumatra$ 107 69 38 = 102 9028668

- Dt-12 ke Cluster Pusat 1
33 Sumatra9 73 49 24

Data yang akan digunakan penelitian ini adalah

= /(41 —140)2 + (25 —91)2
=118.9831921

Dt-13 ke Cluster Pusat I

= /(28 — 140)% + (14 — 91)2
=135915414
Dt-14 ke Cluster Pusat 1

= /(29 — 140)2 + (24 — 91)2
=129 6533841
Dt-15 ke Cluster Pusat 1

Jumlah Kasus, Kasus Selesal, untuk menentukan
berapa jumlah cluster dan awal titik cluster pusat
secara acak.

Dari hasil tersebut, bisa disimpulkan dari tiap-
tiap titik awal cluster yang berdasarkan urutan. Untuk
menentukan wilayah yang terjadi tindak pidana
korupsi tidak rawan pidana korupsi sedang dan raw an
tindak pidana korupsi sebagai berikut:

¢  Cluster pusat [ Data ke-1 Wilayah
Sumater I dengan SPDP = 140 dan
Putusan 91

e  Cluster pusat II: Data ke-14 Wilayah
Kalimantan2 dengan SPDP = 29 dan
Putusan 24

e Cluster pusat [[l: Data ke-29 Wilayah
Sulawesi5 dengan SPDP = 10 dan Putusan
3.

Untuk hasil tersebut penulis ilustrasikan sebagai
berikut:?

a. Iterasil
Dt-1 ke Cluster Pusat I
= /(140 — 140)2 + (91 — 91)2

Dt-2 ke Cluster Pusat I

= /(6 —140)2 + (2 — 91)2
=160 863296
Dt-3 ke Cluster Pusat [

= /(4 —140)2 + (2 — 91)2
=162 5330736
Dt-4 ke Cluster Pusat I

=,/(11—-140)2 + (9 — 91)2
=152 85601415
Dt-16 ke Cluster Pusat 1
= /(13 — 140)2 + (4 — 91)2
=1539415473
Dt-17 ke Cluster Pusat 1
= /(4 —140)? + (4 — 91)?
= 1614465856
Dt-18 ke Cluster Pusat [
= /(25 - 140)% + (17 — 91)2
=136,7515996
Dt-19 ke Cluster Pusat I
= /(31 —140)2 + (11 —91)2
=1352072483
Dt-20 ke Cluster Pusat I
= /(17 — 140)2 + (8 — 91)2
= 148 3846353
Dt-21 ke Cluster Pusat I
= /(8 —140)2 + (5 — 91)2
=157 5436447
Dt-22 ke Cluster Pusat I

= /(37 — 140)% + (24 — 91)2




=1228739191
Dt-23 ke Cluster Pusat I

= /(4 —140)2 + (0 — 91)2
=163 6367929
Dt-24 ke Cluster Pusat I

= /(1 —-140)2 + (1 —91)2
=165 5928742
Dt-25 ke Cluster Pusat I

= /(78 — 140)2 + (55 — 91)>2

=71,69379332
Dt-26 ke Cluster Pusat 1

= /(3 —140)2 + (2 —91)2
=163 370744
Dt-27 ke Cluster Pusat [

=y(12 - 140)? + (9 - 91)?

=152,0131573
Dt-28 ke Cluster Pusat [

= /(B —140)2 + (5 — 91)2
=157 5436447
Dt-29 ke Cluster Pusat [

= /(10 — 140)2 + (3 — 91)2

=156 9840756
Dt-30 ke Cluster Pusat [

= J(15 — 140)% + (8 — 91)2

=150 0466594
Dt-31 ke Cluster Pusat [

= /(95 - 140)? + (8 — 91)?

=57,00877125
Dt-32 ke Cluster Pusat [

= /(107 — 140)2 + (69 — 91)2

=39,66106403
Dt-33 ke Cluster Pusat [

= /(73 = 140)2 + (49 — 91)2

=7907591289

tersebut  di
Euclidian

Dari  perhitungan
menggunakan  persamaan

dtas

Distance
terhadap iterasi I tersebut diatas dapat diamati di
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No  Wilayah Cl C2 C3

18 Sumatra6 136.75 806 20,52
19 Papual 13521 13,15 2247
20 Papua2 14838 2000 8.60
21 Bali2 15754 2832 2,83
22 Bali3 12287 8.00 34.21
23 Papua3 16364 3466 6.71
24 Papuad 16559 3624 9.22
25 Sumatra7 7169 5798 85 .60
26 Sulawesi2 16337 3406 707
27 Sulawesi3 15201 2267 6.32
28 Sulawesid 157 54 2832 2.83
29 Sulawesi5 156 98 2832 0,00
30 Sulawesi6 15005 2126 7.07
31 Sulawesi7 5701 7335 100,17
32 Sumatra8 3966 9005 117,32
33 Sumatra9 1908 5061 78,01

tabel ini:
Tabel ke-2 Iterasi [

No  Wilayah Cl 2 C3

1 Sumatral 000 12965 156,98
2 Balil 160.86 3183 4,12
3 Sumatra2 16253 3330 6,08
4 Jawal 15593 2640 5,39
5  Sumatra3 104 .96 24.70 52,50
6 Jawa2 145 34 1628 12,04
7 Jawa3 119 54 1200 37,44
8  Sulawesil 157 84 2843 424
9 Sumatrad 6224 7147 97,05
10 Jawad 134 30 500 2335
11 Jawas 102 90 2751 5408
12 Jawab 118 98 1204 38,01
13 Kalimantan1 13592 1005 21,10
14  Kalimantan2 12965 000 28,32
15 Kalimantan3 15286 2343 6.08
16 Kalimantan4 15394 2561 3,16
17 Sumatra5 161 45 3202 6.08

Dan untuk tahap selanjutnya peneliti menetukan
cluster pusat yang jaraknya terpendek terhadap awal
cluster yang pemilihannya dilakukan secara acak,

dimana

untuk jaraknya terpendek dengan cluster

ditentukan dengan rumus MIN(C;J- PGyt CU) yang
mana untuk menentukan hasil jarak terpendek
tersebut terhadap cluster juga bisa dilihat sesuai tabel

dibawah

Tabel ke-3 Biner jarak terdekat data terhadap

Cluster
Data Ke  Wilayah Cl C2 3 Cluster

1 Sumatral 1 0 0 Cl

2 Balil 0 0 1 C3

3 Sumatra2 0 0 1 C3

4 Jawal 0 0 1 C3

6 Sumatra3 0 0 1 3

7 Jawa2 0 1 0 C2

8 Jawa3 [i] 0 1 C3

9 Sulawesil 1 a 0 Cl
10 Sumatrad 0 1 0 c2
11 Jawad 0 1 0 c2
12 Jawas 0 1 0 c2
13 Jawab 0 1 0 c2
14 Kalimantan1 0 1 0 c2
15 Kalimantan2 ¢ 0 1 C3
16 Kalimantan3 0 0 1 C3
17 Kalimantand 0 [i] 1 C3
18 Sumatra5 0 1 0 C2
19 Sumatra6 0 1 0 C2
20 Papual 0 0 1 C3
21 Papua2 0 0 1 C3
22 Bali2 0 1 0 2
23 Bali3 0 0 1 C3
24 Papua3 0 0 1 C3
25 Papua4 0 1 0 C2
26 Sumatra7 0 0 1 C3
27 Sulawesi2 0 0 1 C3
28 Sulawesi3 0 0 1 C3
20 Sulawesid 0 0 1 C3
30 Sulawesi5 0 0 1 C3
31 Sulawesi6 1 0 0 Cl




32 Sulawesi7 1 0 0 Cl
33 Sumatra8 0 1 0 C2

Berdasarkan hasil minimum nilai yang didapat
pada penggunaan rumus dan hasilnya juga dapat
dilihat maka dapat dikelompokan seperti berikut:

Tabel ke-4 Hasil iterasi / pengelompokan

Cluster Data Cluster Jumlah Data
Group
1 Wilayah 1931 32 4
2 Wulayah 12
5.7.00,11.12,13,14,18,19 22 2533
3 Wilayah 17
234.68.15.16,1720.21,23.24 2627283
0

Selanjutnya untuk iterasi ke-2 s/d iterasi terakhir
bisa digambarkan sesuai tabel berikut:

Tabel 5 Iterasi biner ke 4

Data  Wilayah Jarak Centroid
Ke 1 2 3

1 Sumatra U

2 Balil

3 Sumatra?2

4 Jawal

5 Sumatra3

6 Jawa2

7 Jawa3

8 Sulawesil

9 Sumatrad

10 Jawad

11 Jawa5s

12 Jawa6

13 Kalimantan]
14 Kalimantan2
15 Kalimantan3
16 Kalimantand
17 Sumatra5

I8 Sumatra6

19 Papual

20 Papua2

21 Bali2

22 Bali3

23 Papua3

24 Papuad

25 Sumatra7

20 Sulawesi2

27 Sulawesi3

28 Sulawesid
29 Sulawesis

30 Sulawesi6

31 Sulawesi7

32 Sumatra8

33 Sumatra9

o = = 20 00 0200000000000 00000 —=0000c0C0on

(=T = = S T — S N T R R R I — SRR SR R
-_c S o o S S - - -2 2 o2 22— 202 —=—=——@o o2 -2 -2 - 2 =N
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pengelompokan bisa dilihat di tabel yang jarak / C3
adalah wilayah rawan terjadinya korupsi berada di
wilayah dengan kategori rawan tindak pidana korupsi
berada pada pulau sumatra ada 5 wilayah, pulau jawa
ada 3 wilayah dan pulau sulawesi dan kalimantan ada
I wilayah.

5. KESIMPULAN
Pada penelitan yang sudah dilakukan penulis,

penulis bisa mengambil kesimpulan yang diantaranya

sebagai berikut:

1. Pengelompokan daerah rawan tindak pidana
korupsi di wilayah indonesia belum bisa
dijadikan, dikarenakan belum ada inovasi untuk
memetakan wilayah yang dianggap sebagai
kelompok rawan dan saat ini pengelompokan
belum secara modern.

2. Pembagian kategori yang didapat dari data-data
SPDP, penuntutan kemudian katergori tersebut
dirubah menjadi wilayah tidak rawan tindak
pidana korupsi, cukup dan rawan sebagai nilai
yang bisa dihasilkan pada masing-masing
cluster.
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